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BEKAL MELAKUKAN PELIPUTAN DI MK

1. Apakah sudah mengetahui kewenangan MK dalam PHPKada?

2. Apakah sudah mengetahui hukum acara dan jadwal PHPKada

3.    Apakah sudah mengetahui istilah dalam penanganan perkara di MK?

4.   Apakah sudah mengetahui cara mengeksplorasi informasi MK?



❑ Pasal 24C UUD 1945 

❑ Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang telah 

dimaknai oleh Putusan 85/PUU-XX/2022 

menyatakan MK berwenang mengadili 

PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota 

secara permanen.



REGULASI PHP GUB BUP KOT



TAHAPAN PENANGANAN YANG BERPOTENSI 

UNTUK MENJADI BAHAN PEMBERITAAN

1. Pengajuan Permohonan

2. Pencatatan dalam eBRPK

3. Pemeriksaan Pendahuluan

4. Pemeriksaan Persidangan

5. Sidang Pengucapan Putusan/ 
Ketetapan (dismissal)

6. Pemeriksaan Persidangan (lanjutan)

7. Pengucapan Putusan/Ketetapan



POTENSIAL UNTUK DIBERITAKAN:

1. Alur penanganan perkara

2. Agenda sidang

3. Panel hakim MK dan para pihak (Pemohon, KPU, Pihak Terkait, Bawaslu)

4. Saksi dan/atau ahli yang dihadirkan dan substansi keterangannya

5. Statistik (Jumlah permohonan, perkara, putusan)

6. Statistik berdasarkan amar putusan

7. Permohonan, Jawaban, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu



PENGHITUNGAN WAKTU PENGAJUAN 
PERMOHONAN

Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 tentang Tata Beracara PHP Kada

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan 

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 tentang Tata Beracara PHP Kada

Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 

WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja. 



Simulasi:

Pengumuman Hasil oleh KPU (Termohon) pada 16 Desember 2024

Hari pertama : Senin, 16 Desember 2024, Pkl. 08.00 s.d 24.00 WIB

Hari Kedua  : Selasa, 17 Desember 2024, Pkl. 08.00 s.d 24.00 WIB

Hari Ketiga  : Rabu, 18 Desember 2024, Pkl. 08.00 s.d 24.00 WIB

PENGHITUNGAN WAKTU PENGAJUAN 
PERMOHONAN



PENGHITUNGAN WAKTU PERBAIKAN 
PERMOHONAN

Pasal 15 PMK 3/2024 tentang Tata Beracara PHP Kada

(1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon 

dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari 

kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. 

(2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon 

dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari 

kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.



Simulasi:

AP3 diterima atau dikirimkan pada 18 Desember 2024

Hari Pertama : Rabu, 18 Desember 2024, Pkl. 08.00 s.d 24.00 WIB

Hari Kedua  : Kamis, 19 Desember 2024, Pkl. 08.00 s.d 24.00 WIB

Hari Ketiga  : Jumat, 20 Desember 2024, Pkl. 08.00 s.d 24.00 WIB

PENGHITUNGAN WAKTU PERBAIKAN 
PERMOHONAN



PENGAJUAN PERMOHONAN MAUPUN 
PERBAIKAN HANYA DAPAT DIAJUKAN SATU KALI

Pasal 8 ayat (2) PMK 3/2024 tentang Tata Beracara PHP Kada

Permohonan baik secara luring (offline) maupun secara daring (online) 

hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan 

Permohonan. 

Pasal 16 ayat (2) PMK 3/2024 tentang Tata Beracara PHP Kada

Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam Pasal 8 

ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu 

pengajuan perbaikan Permohonan



Pasal 56 PMK 3/2024 tentang Tata Beracara PHP Kada

 

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling 

lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan 

dicatat dalam e-BRPK. 

JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA



1. Permohonan atau perkara?

2. Hakim Konstitusi atau Hakim Agung?

3. Sidang Panel atau Sidang Pleno?

4. Petitum atau Amar?

5. Putusan atau Ketetapan? 

6. Tidak Dapat Diterima atau Tolak? 

7. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, atau Pemantau?

ISTILAH DALAM PENANGANAN PERKARA



“EKSPLORASI” MK UNTUK 
MENGGALI DATA DAN INFORMASI



GUDANG INFORMASI MK

1. Tahapan penanganan perkara yang krusial 

2. Ikuti perkembangan persidangan MK (luring atau daring)

3. Eksplorasi laman mkri.id

4. Ikuti akun resmi media sosial MK



FITUR / MENU 

KHUSUS PHPU







UNDUH 

RISALAH

AUDIO TRANSKRIP



SIARAN PERS MK



ANOTASI UNDANG-UNDANG



PERAN JURNALIS DI MK

1. Menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan kewenangan MK secara akurat.

2. Menulis atau menyajikan berita secara akuntabel dan berimbang.

3. Melakukan konfirmasi atau validasi mengenai isu atau informasi terkait MK.

4. Menjadi mitra strategis bagi MK dalam bidang kehumasan.



PERAN JURNALIS DI MK

MENCARI

INFORMASI/DATA
VALIDASI MENYEBARLUASKAN

HOAKS 

X

KONTEN POSITIF

KONFIRMASI

X

RESPON

MENYEBARLUASKAN

“KEBENARAN”

NORMAL

MITRA STRATEGIS

MENINGKATKAN PEMAHAMAN & MENYBARLUASKAN INFORMASI TENTANG 

HUKUM KONSTITUSI SERTA HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA





Mohon saran dan masukan 

untuk perbaikan pelayanan 

kehumasan MK ke depan



SEKIAN
TERIMA KASIH


	Slide 1: Peran Jurnalis dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah
	Slide 2: Bekal melakukan peliputan di Mk
	Slide 3
	Slide 4: REGULASI PHP GUB BUP KOT
	Slide 5
	Slide 6: POTENSIAL UNTUK DIBERITAKAN:
	Slide 7: PENGHITUNGAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
	Slide 8: PENGHITUNGAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
	Slide 9: PENGHITUNGAN WAKTU PERBAIKAN PERMOHONAN
	Slide 10: PENGHITUNGAN WAKTU PERBAIKAN PERMOHONAN
	Slide 11: PENGAJUAN PERMOHONAN MAUPUN PERBAIKAN HANYA DAPAT DIAJUKAN SATU KALI
	Slide 12: JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA
	Slide 13: ISTILAH DALAM PENANGANAN PERKARA
	Slide 14: “EKSPLORASI” MK UNTUK  MENGGALI DATA DAN INFORMASI
	Slide 15: GUDANG INFORMASI MK
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22: Peran Jurnalis di MK
	Slide 23: Peran Jurnalis di MK
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26: SEKIAN TERIMA KASIH

